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Hentikan Punsutan
XETUA DPRD Karangasem, I Nengah Sumardi meminta Badan pe_
ngelola berhenti memungut retribusi untuk sementara. Sebab oa_
yung hukumnya harus dikaji kembali. Kata dia, jangan sampat ma_
salah ini menjadi temuan Saber pungli, dan Badan pemeriksa
Keuangan (BPK).

"Pemerintah terkesan memaksakan membentuk Badan penge_
lola. Ketentuan hukum seperti diabaikan. Untuk sementara badan
pengelola harus stop beroperasi. Ketentuan hukum harus dikaji
dulu," kata Nengah Sumardi.

Asisten lll Pemda Karangasem, Wayan purna mengatakan, Ba-
dan Pengelola Pelabuhan Rakyat padang Bai dibentut karena
mempertimbangkan penghasilan. Faktor inilah yang mendasari di_
buatnya Perbup pembentukan badan pengelola teriebut. Untuk
nomanal retribusi ditetapkan sebesar Rp 60 ribu. yakni Rp 50 ribu
diserahkan ke Badan pengelola, Rp 10 ribu dibawa ke UKM pa_
dang Bai. (ful)

(1'I /7).
Sebelumnva, Pelabuhan

Rakyat Padang Bai dikelola
oleh desa adat. Pemkab ke-
mudian membentuk Badan
Pengelola agar pelabuhan
tersebut berkontribusi ter-
hadap PAD Pemkab kara-
ngasem.

- Dalam perjalanan pem-
bentukan Badan Pengilola,
dewan merasa tak dllibat-
kan. Dewan kemudian me-
nuding pembentukan cacat
hukum. Pemkab pun dini-
lai tak mau terbuka. Peme-
rintah bahkan menargetkan
PAD sebesar Rp 8 miliir dari
pelabuhan tersebut. Namun
dewan pesimistis.

_ Wayan Swastika mengata-
kan, Perbup yang dijadlkan
acuan harus mencantumkan
Peraturan Daerah (Perda)
Karangasem Nomor 16 Ta-
hun 2016 tentang Retribusi
Tempt l{ekreasi dan Olahra-
ga. Perda ini dikatakan bisa
menjadi jadi dasar hukum
pengelola dalam memungut
retribusi. "Meng.rpa peida
tidak clijac'likan acuan?," tan-
das Suastika bertanya. (ful)

Pertanyakanv
Dasar Retribusi
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AMLAPURA, TRIBUN
BAII - Payung hukum pem-
bentukan Badan Pengelola
Dermaga Rakyat Padang Bai
kini dikritisi DPRD Karanga-
sem. Dewan menuding, pem-
bentukan Badan Pengelola
hanya berpedoman pada per-
aturan Bupati (Perbup), saja.

Anggota DPRD dari frak-
si PDIP, I Wayan Swastika
mengungkapkan, Badan pe-
ngelola berpedoman pada
Perbup No 21 Tahun 1017
tentang Pengelolaan Kawa-

san Padang Bai. Dalam kon-
siderans atau pertimbangan
yang menjadi dasar penetap-
an keputusan, Perbup ter-
sebut hanya menvebutkan
tujuan pembentuian, sama
sekali tak menyinggung ih-
wal nominal retribusi.

"Padahal kenyataannva
Badan Pengelola dibentuk
untuk kepentingan Penda-
patan Asli Daerah (PAD),"
kata Wayan Swastika, saat
rapat gabungan dengan
Pemkab Karangasem, Sehsa


